ABSTRAK

Nema Widiantini.  Konsep Abu Yusuf Tentang Penentuan Harga Dan
Relevansinya Dengan Kebijakan Ekonomi Pemerintah
Indonesia

Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh dalam semua
aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Dalam Islam
diperintahkan untuk memakan harta dengan cara jual beli yang halal yang
dilandaskan pada prinsip saling ridha sesuai dengan ketentuan syariat. Islam juga
menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus
melindungi hak keduanya dalam istilah figihnya dikenal haggal ghair muhafazun
‘alaihi syar’an. Namun kenyataannya sistem ekonomi Kkita lebih banyak
dikendalikan oleh sistem kapitalis liberalis, dimana yang dikejar hanyalah
kepuasan individu, tanpa memperhatikan kemaslahatan yang lainnya. Dominasi
sistem ekonomi kapitalis liberalis dalam tatanan ekonomi nasional sangat terlihat
ketika terjadi kenaikan harga pada setiap menjelang Ramadhan, Hari Raya Idul
Fitri, Hari Raya Idul Adha, Natal maupun Tahun Baru. Yang seolah-olah sudah
menjadi tradisi yang sulit dihilangkan. Sehingga diperlukan peran pemerintah
Entuk melakukan kebijakan berupa intervensi pemerintah dalam menentukan
arga.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep Abu Yusuf tentang
penentuan harga, untuk mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia tentang
penentuan harga, untuk mengetahui relevansinya antara konsep Abu Yusuf
dengan kebijakan pemerintah Indonesia tentang penentuan harga.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa Indonesia dengan mayoritas
warganya beragama Islam, perlu mempertimbangkan pola-pola intervensi dalam
penentuan harga yang sesuai dengan syariat Islam, berlandaskan Al-Quran dan
Sunnah, serta ijtihad para ulama. Dalam khazanah keilmuan Islam khususnya
dalam bidang ekonomi, banyak ulama dan pakar ekonomi Islam yang memiliki
konsep-konsep tentang kebijakan terhadap harga. Diantaranya adalah Abu Yusuf.
Ulama ini memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ekonomi Islam pada
era modern ini. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat sekali apabila kita
membahas konsep pemikiran, ulama. tersebut. khususnya dalam hal kebijakan
pemerintah dalam penentuan. harga sehingga dapat menjadi pertimbangan
pemerintah Indonesia untuk melakukan kebijakan terhadap harga barang di negara
ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka
dengan upaya menggambarkan beberapa variabel mengenai konsep Abu Yusuf
dalam penentuan harga dengan kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia.
Kemudian relevansinya bagaimana antara konsep Abu Yusuf dalam penentuan
harga dan Kebijakan Pemerintah Indonesia.

Dari hasil penelitian : diperoleh kesimpulan bahwa 1) konsep Abu Yusuf,
pemerintah dilarang untuk melakukan intervensi dalam menentukan harga. 2)
sementara saat ini Kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia belum berada pada
kondisi yang siap untuk menentukan harga tanpa adanya campur tangan
pemenrintah, sehingga pemerintah masih diperlukan intervensinya dalam
menentukan harga. 3) Sehingga relevansinya adalah harga boleh diintervensi oleh
pemerintah pada kondisi tidak normal. Dari penelitian ini sangat penting bagi
pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan pola-pola syari’ah Islam
dalam melakukan intervensi dalam penentuan harga demi tercapainya
kemaslahatan bersama dan kesejahteraan rakyat.



ABSTRACT

Nema Widiantini. Abu Yusuf’s Concept of Determining the Price and
Relevance of the Indonesian Government’s Economic
Policy

Islam is a complete and complete religion in all aspects of life, including
economics. In Islam it is ordered to load property by buying and selling halal
based on the principle of mutual pleasure in accordance with the provisions of the
Shari'a. Islam also gives the seller and buyer the right to determine prices while
protecting the rights of all in terms of jurisprudence known as ghair muhafazun
‘alayhi syar’an. However, our economic system is more than controlled by a
liberal capitalist system, in which only individual satisfaction is pursued, without
regard for other benefits. Ramadan, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Christmas or New
Year. Which seems to have become a tradition that is difficult to break. The
government needs to determine government policies in determining prices.

The purpose of this study is to find out the concept of Abu Yusuf about
price determination, to find out the Indonesian government's policy on pricing, to
find out the relevance of the concept of Abu Yusuf to the Indonesian
government's policy on pricing.

This research is based on the idea that Indonesia, with its majority Muslim
citizens, needs to consider patterns of intervention in determining prices in
accordance with Islamic law, based on the Koran and Sunnah, and ijtihad of the
scholars. In the Islamic scientific realm, especially in the economic field, many
Islamic economists and scholars have concepts about policies on prices. Among
them is Abu Yusuf. This cleric has a major contribution in the development of
Islamic economics in this modern era. Therefore, it will be very useful if we
discuss the concept of the ulama's thoughts, especially in terms of government
policy in determining prices so that it can be considered by the Indonesian
government to conduct policies on the prices of goods in this country.

This study uses a qualitative approach.and literature study with efforts to
describe several variables regarding the concept of Abu Yusuf in determining
prices with the Indonesian government's economic policies. Then how relevant is
the concept of Abu Yusuf in determining prices and Indonesian Government
Policy.

From the results of the study: it was concluded that 1) the concept of Abu
Yusuf, the government was forbidden to intervene in determining prices. 2) while
the Indonesian government's economic policy is not yet in a condition that is
ready to determine prices without government intervention, so the government
still needs its intervention in determining prices. 3) So that the relevance is the
price may be intervened by the government in abnormal conditions. From this
research, it is very important for the Indonesian government to implement Islamic
sharia patterns in intervening in the determination of prices for the achievement of
mutual benefit and people's welfare.
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